PEMERINTAH KCT: 445 A SAERAH TINGKAT I

MOJCLERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMAD’A DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

Mengingai

NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il MOJOKERTO

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18

Tahun 1997, tentang Pajak Daerah den Retribusi Daerah,

Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum diubah menjadi
Pajak Hiburan ;

b. babhwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Nomor 3 Tahun 1992 tenggal 4 Pebruari 1992
tentang Pajak Pertunjukan dsn Keramaian Umum perla -
disesunikan.

c. bahwa unink melaksanakan penyesuaian sebagaimeana
dimaksud hnref b konsideran ini, perlu mengatur kembali
Pajak Hiburan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

1. Undang = undang Nomor 17 Tahun 1950 i{entang
Pembentukan (aerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa TengahfJawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 teniang Pokok-
Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037) ;

3. Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 fentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang;undang Nomor 17 Tehun 1997 teniang Badan
Penyelesai-an Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3684) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomeor 41, Tambahan Lembaran Negara Nornor
3685) ;

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

7. Peraturan Permovintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubaban DDatas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto {lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242} ;

B. Peraturan Femerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

_____ ‘Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Léembaran Negera Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258).;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara  Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691} ;



1.
11.
12.
13.
14.

Menetapkan

Peraturan ~ Menteri Dalam Negeri Nomor 4: Tabun 1997
tlgntanﬁ Penyidik Pegewai Negeni Sipil di Lingkungan Peenntah

Keputusan Menteri Dalam Neperi Nomor 84 Tahun 1993
tﬁ:ntan Bentuk  Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
erubanah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah -

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur PengesahanPeraturan Daerah tentang  Pajak
Daera§ dan Retribusi Daerah ;

Keputusan Menten: Ualure Negent Nomor 173 Tahun 1997 tentang
tata Cara Pemeri’isann di Bidang Pajak Daerah.

jusn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tmgkat I

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO TENTANG PAJAK HIBURAN. -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan

a.

b.
c.

d

Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokertc :

Pemerntah ~ Dacrah, adalah  Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat I1 Mojokerto ; ‘

Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I
Mojokerto ;

Pejabat, adalah Pegawai vang diberi as tertentu dibidang
Egra?:u daerah sesuai peraturan penundang-undangan yang

Dinas Pendapatan _ Dacrah, adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerak Tingkat IT Mojokerto ;

Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat T Mojokerto '

Pmak Hiburan vang selanjutnya disebut Pajak, adzlah pu-m’an
daerah atas penyelenggaraan hiburan :

Hiburan, adalah semua jenis pertunjukan, permainan ¢ aion
keramaian, dengan nama dan bentuk apapun vang ditontci: aauv
dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, setiap u<shs
vang dipungut bayaran yang ruang lin > kegiatannye
dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani,
tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga

Penyelenggara hburan, adalah Perorangan atau badan yaug me-
nyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau
untuk atas nama pihak lain vang menjadi tangsumgannya ;

Penonton atau pengunjung, adalah setiap orang  yang menghadiri
suaty hiburan untuk melihat dan atan mendengar atau menikmatinya
#tau menggunakan fasilitas yang disediatan oleh penvelenggara
hiburan kecuali peryelenggara, karyawan, artis dan petugas vang
menghadiri untui melikukan tugas pengawasan :



k  Tanda Masuk, sdalah sustu tanda stau alst vy sab dengan nama
dan dalam bentuk apapun va_nﬁidapat digunakan untuk menonton,
menggunakan atau menikmati hiburan

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang . selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh W:f(xb Pajak untuk
melaporkan penghiténgan dan pembayaran Pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

m. Syrat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,
aA];.lah surat yang digunakan oleh Wajb Pajak untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat lain vang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

n. Surat Ketetapan Pajak Daecrah, vang selanjutnya disingkat

- SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
- pajak yang terutang ; .

o. Surat Ketetapan Pajuk Daerah Kurang Bayar yang  selanjutaya
disngkat SXPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan
besarnva jumlah paitak vang terutang, jumlah kredit patak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi
dan Iumiah vang masih harus dibayar ; . -

p. Surat Kctetspan  Pajak Daerah Kurang' Bayar Tambahan,

. yang se-lamutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan
vang menentukan tambahan atas juplah pajak yang telah

ditetapkan

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar, yang selanjutnya
gilsmﬁal SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan
lumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar
dari pajak yang terutang atau tidak seharusnva terutang ;

r. Surat  Ketetapan Pajak Daerah. Nihil, yang selanjutnya
disin SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah pajak vyang terutang sama besamya dc:;ﬁlan wumlah kredit
pajak, atau pajak tidak tenutang dan tidak ada kredit pajak :

s. BSurat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
- STPD, adalah surat yntuk melakukan mihm pajak dan atau sanksi
adminstrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB 1.
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas semua
© ‘penyelenggaraan hiburan ; o ,

(2) Obyek Pajak adalzh semua penyelenggaraan hiburan |
(3) Obyek Pajak sebaguirmina dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :

a. Pertunjukan film : o ' '

b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya ;

c. 'Pa'gelaran musik dan tari :

d. Diskotik;

e. Karaoke ;

f Kiabmalam; . . .

g Permainan billyard ;

h. Permainan ketangkasan ;

i. Panti pijat ; ’

J- Mandi uap ;

k. Pertandingan olah raga.



Pasal 3

(1 Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonten dan atau
menikmati hiburan ;

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
. hiburan ;
" BAB I
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PATAK

Pasal 4
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar untuk menonton dan atau me at1 huburan.
Pasal 5 '
~ Besarnya tarip pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
a. Untuk rtunjukan d‘m keramaian umum yang menggunakan sarana
toskap ditetanian :
Golengm A TT'utama sebesar 30 % (tigapuluh prosen) ;
Golongan A 11 sebesar 28 % (dua puluh delapan prosen) ;
Golongan A [ sebesar 26 % (dua puluh enam prosen) |
Golongan B I sebesar 24 % (dua puluh empat prosen)
Golongan B [ sebesar 20 % (dua puluh prosen) ;
Golongan C sebesar 15 % (lima belas prosen) .
Golongan D sebesar 13 % (tiga puluh prosen) :
. Jenis keliling sebesar 10 % (sepuluh prosen) :

b. Untuk ertunjukan kesenian antara [ain kesenian tradisional, pertunjuk-

“Fameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar

10 % (sepuluh prosen) ;

¢. Untuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari  ditetapkan sebesar 15%
{(lima belas prosen) ;-

d. Untuk diskotik, disko bar, ditetapkan sebesar 3G % (tiga puluh
prosen) .

e. Untuk karacke ditetapkan sebesar 15 % (lima belas prosen) ;

f. Untuk klab malam ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh prosen) ;

g Untuk pe:mainan biyard ditetapkan sebesar 15% (lima belas

 prosen)

bh. Untuk permaman ketangkasan dan sejemisnya dltetapkan sebesar 15 %

(lima belas prosen)

I. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh prosen) ;

J.  Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh
» p 1 ¥ P P
prosen

k. Untuk pertandingan olah raga, ditetapkan secbesar 10 % (sepuluh
prosen) dart harga tanda masuk ;

N R W

BAB IV

WILAY AH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6
(1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah ;



(2) Besamya pajak terutanz dihitung dengan cara mengalikan tarif
" sebagatmana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan
- dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peratuan
BAB V
- MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN
- BURAT PN ERITAHUAN PAJAX DAERAH

- Pasal 7
‘Masa Pajak adalah jau;ha wakiu yorg lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal §

) Pajak terutaug <Laian masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan
hiburan.

Pasal 9

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal i harus dusi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangan: oleh Wajib Pajak
atau kuasanya ; : -

(3} SPTPD sebajaimana dimaksud pada ayat (1)} harus disampaikan
k:pada Kepala Daerah sclambat-lambainya 15 (lima belas) han
setelah ber ya masa pajak. ;

“) Fent:hlf, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala

Jaeran,

BAB VI
. - - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

{1} Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Daersh imi, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang
dengan menerbitkan SKPD ;

(2) Apabila SKPD schagtimana dimsksud pada ayat (1) Pasal im tidak
atan kurang dibavar sctelah jewat waktu paling lama 30 (tiga %uluh)
hari sejak SKPD titizima dikenakan sanksi admnistrasi berupa bunga
ge’fbﬁ)ar 2 % (dua prosen) sebuian dan ditdgih dengan menerbitkan

Pasal 11

(1) Wajib Paiak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ‘9 ayat (i) Peraturan Daerah im diunakan untuk
“menghitung, memperhitungkan dan mepstankan pajak sendirni yang
tenutang .

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) fahun sesudah saat terutangnya pajak,
Kepala agrkahdapat menerbitkan : e P
a. SKPDKR ;

b. SKPDKBT ;
c. SKPDN. _

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada -ayat (2} huruf a Pasal ini
diterbitkan : .

a. Apabila berdasarkan hasi] pemeriksaan atau keterangan lain pajak

yapg terutang tidak atan kurang . dibayar nakan sanksi

~ admuniatrast gempa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan

" dihitung dan 'pkiglk ang kurang atau terlambat dibayar untuk

jangka waktu paiing lama 24 (dua pulub empat) bulan dikitung
sejak saat torutan anya pajak ;
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b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka  waktu yang
ditentukan dan telah ditegur secara tertu'ils, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan
dilvtung dari pajak yang km‘mgéaatan terlambat dibayar untuk
Jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terufangnya pajak ;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak  dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanks:
administrast berupa kenaikan sebesar 25 % (dua pulub lima
prosen) dari pokok pajak ditambah sanksi admimistrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum
tenungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang. akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
100 % (seratus prosen) dari jumiah kekurangan pajak tersebut ;

SKPDN sebngaimma dimaksud pada ayat (2) buruf c Pasal ini
diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarmya dengan
jm;;lkah kredit pajak atan pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak ;

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDE.D dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal
ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan
senksi administrasi berupa bunga 2 % (dua prosen) sebulan,

Penambaban jumlah pajak ya.n% terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ti dikenakan apabila Wagib Pajak melaporkan sendini
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. :

BAB VII :
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12
Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ;
Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang djtuniijuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala
Daerah ; .
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
(2) Kepala Dacrah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak

3

untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

Angsuran bayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal im, E:Iu't:s dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak
yang belum atau kurang dibayar ;



(4) Kepala Daerah dapat ni nberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk menunda pembay can pajak sampai batss waktu yang
ditentukan setelch memr: thi persyaratan yang ditentukan déngan
bunga 2 % (dua prosen) sebulan dan jumiali pajak yang belum atau
kurang dibayar ;

(5) Persyaratan untuk depat 1engangsur dan menunda pembayaran serta
tata cara pembayasan aniuras Jan penundaan sebagaimana dimaksud
pad: ayat (2) dau ayat (4} Pasal ird, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Fasal 14

(1) Setisp pembayaran piak scbagaimana dimaksvd deiam: Pazal 13
Perituran Daerab ini diberiken tanda bukti pembayuan den dicatat
dal: m buku penerimaan ;

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti bayaran ¢an bulm: & oneriae-
an najak sebagaimana dimaksud pacﬁena,lyat (1} Pasal im: ditetavkan
oleh Kepala Daerah.

BAB VIH
TATA CARA PENAGIHAN PATAK
Pasal 15

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
seb:ga: awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7
(tujub) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuth) hari setefah tanggal Surat Teguran atau
Surat Penngatau aisu swral lain yang sejems, Wajib Pajak harus
me unasi pajak yung lesutang ;

(3) Suat Teguran, ‘‘wrat Peringatan atau surat lain Fan sejenis
sebxaunana dimaiend padz cyat (1) Pasal im dike ar oleh
Pe abat. :

Pesal 16
(1) Apabila jumilah pajak yang masih harus dibayar tida%; dilunasi delam

‘Emgka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Taguiia atan Surat
efingatan atau surat lain yang sejemis, jumlah pajsk yang harus

dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (s pad il
satu) haii sejak tanggal Surat Teguran atau Surar Peringntun ¢oou st
lain yang sejents.

Pasal 17 :
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunssi dalans jangka
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Pakss, F’ejaﬁat
segera menerbitkan Surat Peri Meﬁ’aksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi
utang pajaknya, setelah lewat 10 {ropuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan
Surat Penntah Melaksanakan Penyitaan, Pejabai mengaukan permuntaan
penetapan penetapun tanggal velelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pagal 1¢

Setelah Flauior Lelang Negar: menctapkan hari tangpel, jam dan
tempat pelaksanaun jelang, Jwu Site merabertalukan dengan segera secara

tertulis kepada Wajib Fajak



Pasal 20

Bentuk, jenis dan i formulir yang dipergunakan umtuk
pelaksanzan penagihan pajak dzerah ditetapkan oleh Kepala Dacrah.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 21

{1) Kenia herdasarkan permohonan Wanb Pﬂ?}iak dapat memberikan
peugsurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
(2) Tat: cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sgb:-%j,lima%a dJmaksvfd pada agat (1) Pasgaalnm, ditetapkan oleh Kgpala
QETal.

-

BAB X

TA7 A CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN , PENGURANGAN
KFTETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

1) gl(:;ala Daera™ karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
pat .

a. membetulikan SKI'D ateu SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD
ﬁlang dalan o Uitannya tordapat kesalahan tulis, kesalahan
tung, dan atau kekelpuan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah ; o
b. g1embata.lkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak
enar ; )
¢ mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bungg, denda dan kenaikan I22,'311{_ yang terutang dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena ie'l(hslafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya ;

(2) Pirmohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
ge'&%a_ uSan Maﬁﬁglgngm%agz sanksi admimistras; atas SKPD,
» SKPD ) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lamhalgga 30 (tiga

g uh) hari sejak tan diterima SKPD, SKPDKB, SKFDKBT atau
TPD cengan mem alasan yang jeias .

(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
ermohonan sebagaimana chma?ksudg pada ayatgfg) diterim']a, sudah
arus memberikan keputusan ;

(4) Apabila scteleh lewst walktu 3 (ti:i?) bulan sebagaimana dimaksud
ada ayat (3) Pasal imi Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan

%Etuiusan, permiatonan” pembetulan, pembatalan, pengurangan
etetapan dan penshapusan sinu pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Dacrah atau Pejabat atas suatu :

a. SKPD ;
b. SKPIDKT ;
c. SKPDKBT ;



d. SKPDLB ;
e. SKPDN ;

(2) Permohonan keberatan schagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
mm- harus d.is"amgaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia I;)ahl}[g
lama 3 {tii:r)\ ulan sejzk tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB SKPDN ditenma oleh Wajib Pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak dapat menvnjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuiu I]ca.rena keadaan diluar kekuasaannya ;

3) Kelpala. Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling fuvs 12 (dua
2

be :agblﬂan sejak tanggal surat permohonan itleratan secagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pas LT
keputusan ;

(4) Apibila_ setelah lewat waktu 12 (dua Uelas). bujaf;fl sebs imana
dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atan Fejau 1 Jak
meraberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabutkan |

(3) Pergajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal im
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan bandin ada Badan Penyelesaian
Sengketa ILajagElam jangka waktu 3 (tlgg:)eﬂ\dan setelah ditenmanya
keputusan keberatan ; '
(2) Biniﬁajqan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal i
tidnk menunda kewajiban membayar pajak. '

Pasal 25

Apabila aEengajuan keberatan scbagaimana dimaksud Pasal 23

Peraturan Daerah im atau banding sebagaimana dimakscd dalam Pasal 24

Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

E;embayaran pajak dlkemba]ikan_den%an itambah imbalan bunga sebesar 2
o (dua prosen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh et} beten,

BAE XIi
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY AR AN I'A2A K

. Pasal 26 _
0 etbuyatan ik kepas Kapihs Dot ek PE e ke
dengan menyebutkan sekurang-kurangnya '
a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
b. Masa pajak ;
¢. Besamya kelebihan pembayaran pajak ; -
d. Alasan yang jelas.

(2) Kepaia Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling laraa 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
Eembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal im

arus memberikan keputusan |

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
dilampawr Kepala Daerah atau Pejabat tidak membenkan k?utusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran  pajak dianggs,
dlkab( tu)lﬂkbtdan dan SiPDLB harus diterbitkan dalam wakiu paling lama

sal an

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajalk lainnr
embayaran pajak sebagaimana dimaksud.pada =t (
dﬁ%asllc];]ug}i diperhitungkan untuk melunasi terfebik “abu's

&, kolebihan

atuang ek



(5) Pengembalian kelebihan sembayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulun sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) :

(6) Apabila pengembalian elebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
legvat waﬁ 2 (dua) bulan sejak ditcrbitkanglya SKPDLB, Kepala
Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua
prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pagal 27

Apabila kelebthan pmbayaran pajak d.iPerhittmgkan dengan utang

%ajak lallxnmya, sebagaiman.. dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan

aerah ini, pembayaranny:- dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan
bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KEDALUWARSA

. Pasal 28

(1) Hek untuk melakukan penagihan g}liak, kedaluwarsa  setelah
mclampaui jangka waktu 5 (lima) un terhitung sejak saat
tevutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tiodal
pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa pena.gihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pesal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa - atau ;
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung.
BAB X1V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan lidak benar atau tidak Iengkeang atau melampirkan
keteran(Ean yang tidak benar schingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidarn kurungan paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atay
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga mem%ikan keuangan dserah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) talun dao
atau denda paling bany& 4 (empatﬂ kah jumFah pajak yang terutang,

Pasal 30

Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan
Daerah ini tidak dituntut setelah melampawi jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun sejak saat terutangnya paak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemeritah
Daerah dibsri wewenag khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;



(2) Zggﬁnaug penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal mt

a, Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenazn dengan tindak pidana dibidang aj
é:aierah agar keterangan atau laporan tersebut menjaci le}:gkpap dan
jelas ;

b. Meneliti, mencari ian mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan aj‘:ang dilakukan
sehubungan dengar tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;

¢. Meminta keterangon dan bahan bukrti dari orang pribad: atau
bada;:lh sehubungau dengan tindak pidana dibidang perpajakan

d Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bazhan bukti pem-
bukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta meiakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

£ Menyuruh berhenti, melarang seseorang menmggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung ds
memeriksa sidentitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal i ;

h. Memotret  seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah ;

;. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebaga tersangka atau saksi ;

Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana & bidang perpajakan dacrah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pemyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal im mem-
beritahukan dimulainya penyidikan dan menyampakan hasil
dikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang

penyl
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto Nomor 3 Tabun 1992 tanggal 4
Pebruari 1992 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum Di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerta, berikut -
ﬁeraturan perubzhannya, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah

otamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto Nomor 11 Tahun 1996 tanggal 2
Desember 1996 (Lembaran Daerah Kotamadya Daersh Tmgkat I
Mojokerto Nomor 1 A Tahun 1998 Seri A pada tanggal 25 Pebruan 1998),
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 34 _

Peraturan Da+ ah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahzan pensandangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatanyz aise: Liiabaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingxat II Mojokerio,

Ditetapkan di Moiokerto
pada tanggal 27 Mei 1528

DEWAN PERWAKILAN KAKYAT DAERAH WALIKOTAMATIYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERA I TINGKAT 11 TINGKAT Ii MOJOKERTO
MOJOKERTO '
Ketua,
Cap. tta Cap. ttd
SUHARTO SULIARYQ : TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkankan D.:ngan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 973-85-120 tangzal 16 Pebruari 1999.

Dirwcktoratjenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. tid.
Drs. KAUSAR A.S.

. Diundangkan dalam Lembaran Uaerzh Kotamadya . Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 129 Seri A pada tanggal 13 April 1999 Nomor : 3/ A.

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

" Sekretaris Kotamadya Dacerah
i " Cap. td

Ir. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTOWO
Pembina Tingkat 1
NIP, 510 040 490




PENJELASAN™
‘ : ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERT(
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK HIBURAN
I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan U -undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerali, Pajak merupakan sumber Pendapatan Daecrah, agar Pemerintah
Daerah dapat mengatur dan mengurus Rumah Tangga disampmg penerimaan lain
(subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak).

Sumber pendapatan dani Pajak Hiburan diharapkan menjadi sumber pembiayaan
penyclenggaraan dan pumbangunan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan
masyarakat sejalan dengan tujuan yang ingin dicapal, maka Peraturan Daerah ini menetapkan
ketentuan-ketentuan poﬁ'ok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi aparat
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak Hiburan, sekaligus menetapkan
pengafuran, penerapan prodedur um:sm perpajakan dacrah yang berpedoman pada Undang-
undang Nomor 18 Tahm 1997 tentang Pajak Daerah, oleh karena itu Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pajak Atas
Pertunjukan dan Keramiian Umum yang ditetapkan pada tanggal 4 Pebruari 1992 perlu
disesuaikan dengan Pera‘uran Perundang-undangan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebuf, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat If
Mojokerto untuk meng tur kembali ketentuan mengenai Pajak Hiburan dengan Peraturan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Pasal ini memuat istilah yang dipergunakan Peraturzn Daerah mi.
Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan
uniuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam
memahami dan melaksanakan pasal yang bersangkutan sehingga
baik wajib pajuk maupun aparatur dalam melaksanakan hak dan
kewajibannya dapat berjalan lancar dan akhimya dapat dicapai
tertib administrasi.

Pengertiair i diporiukan karena istilah - istilah tersebut
mengandung pengertien yang baku dan teknis bidang perpajakan
daerah.

Pasal 2 ayat (1) dan
ayat (2) ~ 1 Cukup jelas ;
ayat (3) . a Pertunjukan Film

Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas di dalam/di
luar gedung atau di lapangan untuk gambar bergerak yang
dijalankan dengan mesin pada layar ;

b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya
Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas di dalam/di
luar gedung atau.di lapangan untuk atraksi kesenian tradisional
atau modern (Judrizk, ketoprak atau operet dan sejenisnya} |

c. Pegelaran Musik dan Tari
Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas di dalam/di
luar gedung atau di lapangan untuk atraksi musik (band dan
sejemsnya) dan atau atraksi menari (tarian ballet, tarian kreasi
baru dan sejenisnya) ; _

d. Diskotik
Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan
cahaya lampu, tanpa pertunjukan santa: dan menyediakan jusa

nelavanan makan dan minam -



Pasal 3 sampai
dengan Pasal 22

Pasal 23

ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)
ayat (5)

Pasal 24
Pasal 25

Pasal 26 sampai
dengan Pasal 34

e. Karaolz
Suatu usaha yiig menyediakan fempat dan fasilitas untak
bernyaryi d“rg 1 mike/corong dengan diiringi rekaman musik
dengan teks yuag ditayangkan dalam layar televisitape/layar

lebar Jdur szier inya g

. Klab "ol
Suatt ustha g menyediakan tempat dan fasiditas untuk
mensrt  dengom diringl musik, pertunjukan lampun  dan
menyediakan ;asa pelayanan makan dan minum arte pravnuria

g Permainan Bilyard :
Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasiiitss vatuk
permaman bilyard sebagai usaha pokck dan dioat dlenckopi
dengan penyediaan jasa pelayanan mnkan dan iy

h. Permainan Ki
Suatu usaha yang menyedlakan tempat dan feoiliz: i
permainan ketangkasan dan dtan mesin permainan @ ooagai
usaha pokok dan dapat dilengkaepi dengan peryecizan jasa
pelayanan makan dan minum ;

i. Panti Pjat
Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat
sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediagn
Jasa pelayanan makan dan mmum .

j- Papti Mandi Uap
Suaty usiha yang vienyediakan temPat dan fa.sﬂltas dengan pijat
dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

k Pertandinsan Olah Raga ' -
Suatu 1sia yang renyediakan tempat dan fasilitas di dalam/ di
luzr geduns #teu di lapangan untuk menikmati pertandingan
atau perlon.en bidang olah raga (pertandingan sepak bola,
pertﬂ.nm‘ gan ssfur, ataw perlombaan senam dan sejenisnya).

: Cukup jelas

: Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak daier Surat
Ketetapan Pajak Daerah dan pemungutan tidak o

1.1_|h1j oo

mestinya, maka dapat mengajukan keberaion hamy: kapada Kenala
Daerah yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daeral:.
Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atev i ‘=i

- ketetapan dengan membuat perhitungan jumlahk yang schew.avn

dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak dan keberatan tersebu:
harus diajukan untuk satu tabun Pajak Hiburan.
- huruf a sampai dengan ¢ : Cukup jelas |

: Cukup _]elas

. Ketentuan ini dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak menghindarkan
.- kewajiban univk membayar pajak yang telah ditetapkan dsngan
: . dalih mengqjum keveratan sehingga Capat dicegah tergangpuiva

penetimaan Joeral

- Cukupjsia'; ,

Imbalan bunga dthifiing sejak bulan perlunasan sampai diterbitkan

' Surat Keteizpan Pajak Daerah lebih banyak ;

: Cukup Jelas.




